
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 19 TAHUN2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang a bahwa dalam rangka menciptakan ketahanan

nasional, Pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan

urusan kesatuan bangsa dan politik;

bahwa untuk melaksanakan urusan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, telah dibentuk Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik;

bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa

Yoryakarta Nomor I Tahun 2Ol8 tentang

Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa

Yoryakarta, Badan Kesatuan Bangsa dan Potitik

sebagaimana dimaksud dalam huruf b tetap

melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan

bangsa dan politik sampai dengan peraturan
perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan
pemerintahan umum diundangkan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peratural Gubemur tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Keq'a

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
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Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undalg Nomor 3 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3),

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan

Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 195O

tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogiakarta

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955

Nomor 43, Tarnbahan ltrnbaran Negare Renublik

Indonesia Nomor 827);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang

Keistimewaan Daerah Istimewa Yoryakarta (lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170'

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5339);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O\4 tel'|tarlg

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)'

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang

Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950

tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur'

UndangUndang Nomor 3 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah Istimewa Yograkarta, Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Provinsi Jawa Tengah, dan Undalg-Undang Nomor 11

Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa
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1 Tahun

Kelembagaan Pemerintah Daerah

Istimewa Daerah Isdmewa

2018 tentang

Daerah Istimewa

Daerah Istimewa

or 7, Tambahan

Peraturan

Yoglakarta

Yoryakarta

Yoryakarta

Daerah

Nomor

(Lembaran Daerah

Tahun 2018 Nom

Menetapkan

kmbaran Daerah Daerah Istimewa Yoryakarta Nomor

7\;

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN'

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA

KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yoryakarta yang selanjutnya

disingkat DIY adalah daerah provinsi yang

mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan

urusan pemerintahan dalam kerangka Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut

Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah lstimewa

Yoryakarta dan perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubemur

adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya

juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.

4. Kabupaten / Kota adalah Kabupaten Bantul,

Kabupaten Gunung!<idu1, Kabupaten Kulon Progo,

Kabupaten Sleman, dan Kota Yoryakarta.

5. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

DIY.


